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Abstract

The Islamic banking industry in Indonesia, which is based on Murabahah (sale and
purchase with mark-up) and Ijarah (lease) contracts, has historically faced
conflicts in tax classification that have triggered double taxation issues on VAT.
This conflict arises because tax authorities tend to view Murabahah as a pure
taxable goods (BKP) transaction rather than a financing service, resulting in VAT
being imposed twice (when the bank purchases from the supplier and when it sells
to the customer), which significantly increases the cost of financing and threatens
the competitiveness of Islamic banking. The momentum of the ratification of the
Taxation Harmonization Law (HPP Law) in 2021 became a crucial turning point.
This study aims to analyze the implications of VAT changes in the HPP Law on
Murabahah and ljarah transactions, as well as to formulate an optimal, fair, and
legally certain VAT application model. The method used is qualitative with a
literature review (Library Research), examining the theoretical basis of VAT and
the Destination Principle, as well as analyzing the treatment of VAT on pre- and
post-UU HPP sharia contracts. The results of the study show that the UU HPP has
provided a legal framework that allows for a permanent solution by cutting the
VAT chain in sharia financing. Therefore, post-HPP Law optimization must be
realized through a derivative Minister of Finance Regulation (PMK) that explicitly
stipulates the VAT Tax Base (DPP) only on the bank's profit margin and not on the
cost of goods. Similar treatment should also be applied to ljarah Muntahiyah bit
Tamlik (IMBT), where the final transfer of ownership is recognized as an integral
part of financing. This optimization is crucial to create fiscal balance and a level
playing field for the sharia industry, while maintaining the principles of fairness
and competitiveness.
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Abstrak

Industri perbankan syariah di Indonesia, yang berlandaskan akad Murabahah (jual
beli dengan mark-up) dan Ijarah (sewa), secara historis menghadapi konflik
klasifikasi perpajakan yang memicu isu pajak berganda (double taxation) pada
PPN. Konflik ini muncul karena otoritas pajak cenderung melihat Murabahah
sebagai penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) murni, bukan jasa pembiayaan,
sehingga PPN dikenakan dua kali (saat bank membeli dari supplier dan saat
menjual ke nasabah), yang secara signifikan meningkatkan cost of financing dan
mengancam daya saing syariah. Momentum pengesahan Undang-Undang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tahun 2021 menjadi titik balik
krusial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan PPN
dalam UU HPP terhadap transaksi Murabahah dan [jarah, serta merumuskan model
penerapan PPN yang optimal, adil, dan memberikan kepastian hukum. Metode
yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis kajian pustaka (Library Research),
menelaah landasan teoritis PPN dan prinsip Destination Principle, serta
menganalisis perlakuan PPN pada akad syariah pra- dan pasca-UU HPP. Hasil
kajian menunjukkan bahwa UU HPP telah menyediakan kerangka hukum yang
memungkinkan solusi permanen dengan memotong mata rantai PPN dalam
pembiayaan syariah. Oleh karena itu, optimalisasi pasca-UU HPP harus
diwujudkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) turunan yang secara
eksplisit menetapkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN hanya pada margin
keuntungan bank dan bukan pada harga pokok barang. Perlakuan serupa juga harus
diterapkan pada Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT), di mana transfer
kepemilikan akhir diakui sebagai bagian integral pembiayaan. Optimalisasi ini
krusial untuk menciptakan keseimbangan fiscal dan level playing field bagi industri
syariah, sekaligus menjaga prinsip keadilan dan daya saing.

Kata Kunci: Murabahah, Ijarah, PPN, UU HPP, Pajak Ganda

Pendahuluan

Perkembangan perbankan Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1990 melalui
inisiatif Majelis Ulama Indonesia, yang berpuncak pada pendirian Bank Muamalat
Indonesia pada tahun 1991 dan kerangka peraturan berikutnya termasuk Undang-
Undang No. 21/2008 tentang Perbankan Islam (Utama, 2020). Perbankan Islam telah
menunjukkan potensi yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi, khususnya
selama pandemi COVID-19, dengan mempromosikan praktik bagi hasil dan
menghindari transaksi berbasis bunga (Fitri, 2022). Kontrak murabahah, produk
perbankan Islam yang dominan yang melibatkan transaksi penjualan mark-up, telah
menjadi pusat operasi pembiayaan Islam (Maya et al., 2023). Namun, tantangan

kritis muncul terkait kepatuhan pajak pertambahan nilai, di mana Undang-Undang
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No. 42/2009 membebaskan bank Islam dari PPN atas transaksi murabahah tetapi
menciptakan dilema antara efisiensi pajak dan kepatuhan Syariah, karena bank mulai
mentransfer dana secara langsung kepada nasabah daripada memiliki barang secara
fisik sebagaimana diwajibkan oleh prinsip-prinsip Islam (Hidayah et al., 2022).

Industri perbankan syariah di Indonesia telah lama diakui sebagai segmen yang
vital dan berkembang pesat, ditopang oleh mayoritas populasi Muslim. Secara
sosiologis, bank syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang dianggap lebih etis
dan sesuai dengan keyakinan, menarik tidak hanya bagi masyarakat umum tetapi
juga mendapatkan dukungan dari para pakar ekonomi Islam dan ulama. Transaksi
utama seperti Murabahah (jual-beli dengan mark-up) dan [jarah (sewa atau sewa-
beli) adalah jantung operasional pembiayaan syariah, yang secara intrinsik
menciptakan persinggungan kompleks dengan sistem perpajakan konvensional. Dari
sudut pandang masyarakat dan nasabah, ekspektasi utama terhadap bank syariah
adalah biaya pembiayaan yang adil dan bebas dari unsur ketidakjelasan (gharar),
termasuk dalam hal pembebanan pajak; oleh karena itu, isu Pajak Pertambahan Nilai
(PPN/VAT) yang berpotensi dikenakan dua kali (fenomena double taxation) pada
transaksi Murabahah telah lama menjadi isu kepercayaan publik dan keadilan
ekonomi (equity). Maka dari itu, momentum pengesahan Undang-Undang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tahun 2021 menjadi titik balik
krusial.

Sejalan dengan itu, UU HPP secara fundamental menawarkan beberapa
potensi keunggulan dan prospek optimalisasi bagi Bank Syariah yang perlu
diidentifikasi dan dieksplorasi. Pertama, UU HPP memberikan peluang untuk
menciptakan kepastian hukum yang lebih tinggi, dimana interpretasi ganda mengenai
Murabahah dan Ijarah sebagai jasa keuangan atau penyerahan BKP/JKP dapat
diselesaikan secara definitif. Kedua, optimalisasi PPN melalui peraturan pelaksana
yang tepat dapat meningkatkan efisiensi operasional bank syariah, yaitu dengan
merumuskan mekanisme PPN yang hanya dikenakan sekali (misalnya, hanya pada
margin keuntungan), yang akan secara langsung menurunkan cost of financing dan

menjaga daya saing produk syariah di pasar (Samudra dkk., 2022). Ketiga,
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harmonisasi ini berpotensi memperkuat citra kepatuhan pajak Bank Syariah sebagai
entitas yang patuh hukum sekaligus menjunjung prinsip keadilan. Namun demikian,
harapan optimalisasi ini tidak lepas dari risiko dan tantangan signifikan yang harus
diatasi.

Di sisi lain, implementasi PPN pasca-Undang-Undang ini menghadapi tantangan
substansial dan kritik kontra, terutama karena sifat umum dari undang-undang
perpajakan yang seringkali gagal menangkap esensi unik dari akad-akad syariah
(Samudra dkk., 2024). Kekurangan utama terletak pada potensi inkonsistensi
interpretasi di lapangan; peningkatan tarif PPN menjadi 11% yang diamanatkan UU
HPP, jika fasilitas yang meringankan perlakuan Murabahah dan [jarah ditarik, akan
sepenuhnya ditransfer ke nasabah dan melemahkan tujuan sosial dari keuangan
syariah. Selain itu, perlakuan terhadap Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) secara
perpajakan masih memerlukan kerangka yang berbeda dari sewa konvensional;
kegagalan dalam pembedaan ini dapat menyebabkan ketidakadilan atau justru
memicu skema tax planning yang kompleks. Oleh karena itu, penting untuk dicatat
bahwa risiko terbesar adalah timbulnya periode ketidakpastian hukum jika peraturan
pelaksana yang akomodatif terlambat diterbitkan, yang secara signifikan dapat
menghambat ekspansi pembiayaan syariah (Samudra dkk., 2025).

Adanya ketegangan antara prospek harmonisasi dan tantangan implementasi ini,
penelitian ini didasarkan pada kajian literatur yang selama ini terbagi antara
pandangan formalisme pajak (mengenakan PPN karena adanya penyerahan aset) dan
substansialisme ekonomi (membebaskan PPN karena fungsinya sebagai
pembiayaan). Studi literatur pasca UU HPP mulai mengarah pada model sintesis
kritis yang mengedepankan optimalisasi yaitu, mematuhi kerangka UU HPP yang
baru tetapi dengan perlakuan khusus yang hanya mengenakan pajak pada margin
keuntungan dan bukan pada harga pokok barang (Samudra dkk., 2026). Dengan
demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implikasi
perubahan PPN dalam UU HPP terhadap transaksi Murabahah dan Ijarah, serta
merumuskan model penerapan PPN yang optimal, adil, dan memberikan kepastian

hukum bagi industri perbankan syariah, menjawab pertanyaan fundamental:
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Bagaimana optimalisasi PPN dapat dicapai agar selaras antara tujuan harmonisasi
perpajakan dan prinsip level playing field serta daya saing industri keuangan syariah.
Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif dengan
jenis kajian pustaka (Library Research), di mana fokusnya adalah menganalisis dan
mensintesis data sekunder yang bersumber dari regulasi formal (seperti UU HPP dan
PMK), serta literatur akademik, buku, dan pandangan ahli terkait landasan teoritis
PPN, prinsip Destination Principle, dan teori ekonomi Islam. Pendekatan ini
digunakan untuk melakukan telaah kritis terhadap konflik klasifikasi akad
Murabahah dan Ijarah dalam kerangka perpajakan, membandingkan perlakuan PPN
pra- dan pasca-UU HPP, serta merumuskan model penerapan PPN yang optimal
(DPP hanya pada margin keuntungan) sebagai solusi permanen untuk isu double

taxation dan mencapai level playing field bagi industri perbankan syariah.

Hasil dan Pembahasan

A. Optimalisasi Penerapan Value Added Tax (VAT) dalam Transaksi
Murabahah dan Ijarah pada Bank Syariah Pasca Undang-Undang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Value Added Tax (VAT) adalah pajak
konsumsi umum yang dikenakan secara tidak langsung, bersifat multi-tahap, dan
diterapkan pada setiap nilai tambah yang tercipta sepanjang rantai produksi dan
distribusi. Menurut landasan konseptual dan pendapat ahli, VAT dirancang untuk
memajaki konsumsi pribadi dan bukan pendapatan, sehingga menjadikannya pajak
tidak langsung di mana beban pajak secara final dipikul oleh konsumen akhir.
Sementara itu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) hanya bertindak sebagai pemungut yang
memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak tersebut ke kas negara.

Mekanisme inti yang memungkinkan PPN berfungsi secara efisien dan adil
bagi pelaku usaha adalah sistem kredit pajak (Indirect Subtraction Method). Dalam

sistem ini, PKP diwajibkan memungut Pajak Keluaran (PK) saat melakukan
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penyerahan barang atau jasa, namun pada saat yang sama, mereka berhak
mengkreditkannya dengan Pajak Masukan (PM) yang telah mereka bayarkan saat
memperoleh barang/jasa untuk keperluan usaha. Penerapan sistem kredit ini
memastikan bahwa jumlah yang disetor oleh PKP ke negara hanyalah selisih antara
PK dan PM (Setoran VAT=PK—PM), sehingga secara ekonomi, pajak yang dibayar
oleh PKP hanyalah atas nilai tambah yang benar-benar mereka hasilkan pada
tahapnya, sesuai dengan prinsip netralitas pajak pada pelaku usaha.

Namun demikian, prinsip dasar VAT sebagai pajak atas penyerahan barang
dan jasa ini menciptakan kompleksitas unik ketika diterapkan pada industri
perbankan syariah yang menggunakan akad Murabahah dan Ijarah. Berbeda dengan
perbankan konvensional yang fokus pada jasa keuangan (yang sering dikecualikan
atau dibebaskan PPN), transaksi Murabahah dan Ijarah secara legal melibatkan
transfer aset atau hak guna aset. Murabahah dianggap sebagai jual beli (penyerahan
BKP), dan Ijarah sebagai sewa (penyerahan JKP). Perbedaan fundamental antara
bentuk transaksi (jual beli/sewa) dengan substansi ekonomi (pembiayaan) inilah yang
rentan menimbulkan risiko pajak berganda (double taxation) dan mengancam daya
saing produk syariah.

Oleh karena itu, munculnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (UU HPP) menuntut adanya optimalisasi dalam penerapan VAT ini, yang
berarti penyesuaian mekanisme agar sesuai dengan karakteristik syariah tanpa
melanggar UU PPN yang baru. Tantangan utamanya adalah merumuskan regulasi
turunan yang mampu memastikan bahwa PPN, terutama pada Murabahah, hanya
dikenakan atas margin keuntungan dan bukan pada harga pokok barang secara
berulang. Optimalisasi ini diperlukan untuk menjaga agar kepatuhan syariah tetap
selaras dengan kepatuhan pajak, sekaligus memastikan PPN, sebagai alat fiskal yang
vital dan objektif, tidak menjadi penghalang pertumbuhan bagi industri keuangan
syariah di Indonesia.

Optimalisasi Penerapan Value Added Tax (VAT) pada Murabahah dan Ijarah
pasca Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan

tuntutan krusial untuk mengatasi risiko pajak berganda (double taxation) yang
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inheren dalam produk pembiayaan bank syariah. Para ahli dan regulator menyoroti
bahwa kompleksitas muncul karena akad Murabahah dan Ijarah meskipun secara
substansi ekonomi berfungsi sebagai pembiayaan—secara bentuk hukum melibatkan
transfer aset dan kewajiban PPN sebagai Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau
Jasa Kena Pajak (JKP). Khusus pada Murabahah (jual beli), optimalisasi pasca UU
HPP mengharuskan adanya regulasi turunan (PMK) yang secara eksplisit
memastikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) hanya dikenakan pada margin
keuntungan bank, bukan pada nilai pokok barang secara berulang. Demikian pula,
pada [jarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), optimalisasi berarti perlunya pengakuan
bahwa transfer kepemilikan di akhir masa sewa merupakan bagian integral dari
pembiayaan dan bukan penyerahan BKP kedua yang terpisah, sehingga tidak
memberatkan nasabah.

Tujuan utama dari optimalisasi ini, menciptakan keseimbangan fiskal dan
keadilan (level playing field) bagi industri syariah. Dalam rangka menjaga daya
saing dan kepatuhan syariah, PPN tidak boleh menjadi beban biaya yang lebih tinggi
dibandingkan skema pembiayaan konvensional yang sering dikecualikan dari PPN.
Oleh karena itu, pasca-UU HPP yang menaikkan tarif PPN, fokus beralih pada
perumusan mekanisme yang menjamin kepastian hukum dan netralitas pajak.
Penelitian dan regulasi harus mendorong interpretasi yang mengakui Murabahah dan
[jarah sebagai jasa keuangan pembiayaan, bukan sekadar perdagangan atau sewa
komersial biasa, melalui penyesuaian teknis PPN Masukan dan Keluaran, demi
memastikan bahwa beban PPN yang terutang pada akhirnya hanya sekali dan

proporsional.

B.Landasan Teoritis PPN (VAT) dan Prinsip Destination Principle dalam
Undang-Undang PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia adalah pajak tidak langsung,
objektif, dan bertingkat yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak
oleh wajib pajak terdaftar (PKP) (Anggraeni dkk., 2020; Tjhandra, 2020). Pajak ini

beroperasi melalui mekanisme kredit di mana badan usaha dapat mengkompensasi
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pajak masukan dengan pajak keluaran, sehingga menjamin netralitas pajak dan
menjadikan konsumen akhir menanggung beban akhir (Tjhandra, 2020). Mengikuti
Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), tarif PPN Indonesia meningkat
dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022, dengan rencana mencapai 12% pada tahun
2025 (Hajatina & Hasanah, 2024; Pradana, 2022). Kenaikan tarif ini telah
menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap perilaku dan kesejahteraan
konsumen, khususnya yang memengaruhi kelompok berpenghasilan rendah melalui
harga barang dan jasa yang lebih tinggi ( Hajatina & Hasanah, 2024 ). Meskipun
kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan
mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi, kebijakan ini memerlukan
pendekatan inklusif dan tindakan kompensasi untuk melindungi populasi rentan (
Pradana, 2022 ; Hajatina & Hasanah, 2024 ).

Mekanisme utama yang menjamin keadilan dan efisiensi PPN adalah sistem
kredit pajak, yang menopang prinsip netralitas pajak bagi pelaku usaha. Netralitas ini
berarti PPN tidak boleh membebani atau mendistorsi keputusan bisnis PKP.
Netralitas dicapai melalui hak PKP untuk mengkreditkan Pajak Masukan (PM) yang
mereka bayar saat memperoleh input usaha terhadap Pajak Keluaran (PK) yang
mereka pungut saat menjual. Dengan demikian, jumlah yang disetor oleh PKP
hanyalah atas nilai tambah yang tercipta pada tahap mereka, memastikan bahwa PPN
yang terutang secara kumulatif sama dengan persentase tarif atas total harga
konsumsi akhir.

Prinsip ini diwujudkan secara tegas dalam konteks transaksi internasional
melalui penerapan Prinsip Destinasi (Destination Principle). Prinsip ini mendikte
bahwa PPN harus dipungut di negara tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi,
tanpa melihat negara asalnya (origin). Konsekuensi logis dari prinsip destinasi adalah
pengenaan tarif 0% pada ekspor, yang menghilangkan PPN domestik sehingga
produk ekspor menjadi kompetitif di pasar global. Sebaliknya, PPN dikenakan pada
impor dan pemanfaatan BKP/JKP digital dari luar negeri (seperti PPN PMSE),
memastikan semua konsumsi di dalam Daerah Pabean dikenakan beban pajak yang

setara.
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Namun, implementasi menyeluruh PPN juga mengakomodasi pengecualian
untuk menghindari inefisiensi dan mendukung sektor strategis. UU PPN secara
spesifik mengatur barang dan jasa yang dikecualikan atau diberikan fasilitas
dibebaskan, yang paling relevan bagi sektor keuangan adalah Jasa Keuangan
perbankan dan asuransi konvensional. Pengecualian ini dipertahankan karena adanya
kompleksitas perhitungan dan potensi distorsi yang dapat timbul jika PPN dikenakan
pada jasa keuangan. Kontras ini menciptakan titik kritis ketika PPN dihadapkan pada
produk perbankan syariah, di mana bentuk transaksi transfer aset (Murabahah dan
[jarah) berada di luar lingkup pengecualian jasa keuangan, memicu isu pajak

berganda yang menjadi fokus utama dalam UU HPP.

C.Perlakuan PPN pada Transaksi Murabahah dan Ijarah Pra-UU HPP: Isu
Double Taxation

Isu sentral mengenai Perlakuan PPN pada Transaksi Murabahah dan Ijarah pra-
UU HPP berakar kuat pada konflik klasifikasi yuridis atas akad yang digunakan oleh
perbankan syariah. Otoritas perpajakan, melalui berbagai surat edaran (misalnya
Surat Dirjen Pajak No. S-243/PJ.53/2003), secara konsisten berasumsi bahwa
Murabahah—meskipun substansinya adalah pembiayaan—secara hukum merupakan
transaksi jual beli atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) murni. Klasifikasi ini
kontradiktif dengan pandangan industri dan akademisi yang melihatnya sebagai jasa
pembiayaan—sebuah fungsi yang mirip dengan pinjaman bank konvensional yang
dikecualikan dari PPN (Utomo, 2009). Perbedaan mendasar dalam interpretasi ini
secara langsung menciptakan arena perpajakan yang tidak setara (uneven playing
field) antara bank syariah dan konvensional.

Konsekuensi paling merugikan dari klasifikasi Murabahah sebagai transaksi
jual beli murni adalah timbulnya isu pajak berganda (double taxation). Dalam
struktur Murabahah, terjadi dua kali penyerahan BKP yang dikenai PPN: pertama,
saat bank membeli aset dari supplier (PPN Masukan), dan kedua, saat bank menjual
aset tersebut kepada nasabah (PPN Keluaran). Meskipun PPN Masukan dapat
dikreditkan, beban PPN Keluaran yang dikenakan kepada nasabah pada transaksi
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kedua dianggap sebagai pajak ganda oleh industri syariah. Beban PPN 10% (tarif
lama) yang dikenakan pada harga jual total kepada nasabah dapat melampaui margin
keuntungan bank, secara signifikan meningkatkan biaya pembiayaan syariah dan
menghambat daya saingnya di pasar (Yulianto, 2017).

Menghadapi tekanan industri dan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan
keuangan syariah, Pemerintah berupaya melakukan mitigasi melalui regulasi
sektoral. Upaya mitigasi yang paling menonjol adalah penerbitan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) No. 251/PMK.011/2010, yang memberikan fasilitas PPN
Ditanggung Pemerintah (DTP) atas transaksi Murabahah. Fasilitas DTP ini memang
meredakan beban PPN secara langsung bagi nasabah dan bank. Namun, kelemahan
mendasar dari kebijakan ini adalah sifatnya yang temporal dan terikat pada alokasi
anggaran tahunan. Solusi ini tidak memberikan kepastian hukum jangka panjang dan
tidak menyelesaikan akar masalah mengenai klasifikasi akad di mata UU PPN,
melainkan hanya menangguhkan pemungutannya (Wibisono, 2014)

Ketidakpastian regulasi pra-UU HPP tidak hanya terbatas pada Murabahah,
tetapi juga meliputi transaksi pembiayaan sewa seperti [jarah Muntahiyah Bittamlik
(IMBT). Ljarah diklasifikasikan sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), namun
IMBT melibatkan pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa. Regulasi PPN
sebelum UU HPP (seperti PMK yang hanya fokus pada PPh) tidak mengatur secara
eksplisit perlakuan PPN pada transaksi pemindahan kepemilikan akhir ini. Ketiadaan
payung hukum PPN yang jelas untuk IMBT menciptakan area abu-abu perpajakan
yang berpotensi memicu interpretasi yang berbeda, dan dikhawatirkan dapat
menimbulkan PPN berganda ketika aset tersebut berpindah kepemilikan dari bank ke
nasabah.

Situasi pra-UU HPP ditandai dengan diskriminasi pajak dan ketidakpastian
regulasi yang meluas, membatasi potensi industri keuangan syariah. Tantangan
terbesar sebelum UU HPP adalah belum adanya konsensus yuridis untuk mengakui
Murabahah dan Ijarah sebagai jasa pembiayaan (seperti halnya produk konvensional)
di mata UU PPN, yang mengakibatkan solusi PPN DTP hanya menjadi upaya

kosmetik yang bersifat sementara. Kondisi ini yang kemudian menuntut adanya

Zakatuna: Journal of Economics and Business, Volume: 02, Nomor: 01, Bulan 2026



reformasi fundamental dalam undang-undang perpajakan untuk mencari solusi

permanen melalui amandemen dalam UU HPP.

D.Telaah Kritis Perubahan PPN dalam UU HPP terhadap Sektor Jasa
Keuangan dan Barang Kena Pajak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi umum yang berfungsi
sebagai pajak tidak langsung, dikenakan secara multi-tahap, dan tunduk pada Prinsip
Destinasi (Destination Principle) yang mewajibkan pemungutan pajak di tempat
barang atau jasa dikonsumsi. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Indonesia dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022, dengan rencana kenaikan lebih
lanjut menjadi 12% pada tahun 2025, telah menghasilkan dampak ekonomi yang
signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN secara langsung
membebani konsumen akhir dengan menaikkan harga barang dan jasa, terutama
memengaruhi kelompok berpenghasilan rendah dan mengurangi daya beli mereka (
Hajatina & Hasanah, 2024 ; Putri, 2024 ; Armono dkk., 2025 ). Kebijakan ini
menimbulkan tantangan substansial bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM), yang menghadapi peningkatan biaya produksi karena harga input yang
lebih tinggi, yang berpotensi memengaruhi daya saing dan harga produk mereka (
Amalia dkk., 2025 ; Armono dkk., 2025 ).

Meskipun kenaikan pajak bertujuan untuk memperluas basis pajak dan
meningkatkan pendapatan pemerintah ( Putri, 2024 ), hal ini berisiko memicu inflasi
dan mengurangi konsumsi, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi
( Putri, 2024 ; Armono dkk., 2025 ). Studi merekomendasikan penerapan langkah-
langkah kompensasi seperti transfer tunai dan peningkatan literasi pajak untuk
memitigasi dampak negatif terhadap kelompok rentan sekaligus mencapai tujuan
fiskal ( Hajatina & Hasanah, 2024 ; Armono dkk., 2025 ).ptakan konflik serius dalam
industri perbankan syariah, khususnya pada akad Murabahah dan Ijarah. Sebelum
UU HPP, transaksi Murabahah secara legal diinterpretasikan sebagai jual beli BKP
murni oleh otoritas pajak, meskipun substansi ekonominya adalah pembiayaan.

Interpretasi ini, yang diperkuat oleh surat edaran lama (misalnya S-243/PJ.53/2003),
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bertentangan dengan pandangan industri yang menuntut perlakuan yang setara
dengan jasa keuangan konvensional yang dikecualikan dari PPN.

Konflik klasifikasi akad ini memicu isu pajak berganda (double taxation) yang
masif pada pembiayaan Murabahah. PPN dikenakan dua kali: saat bank membeli aset
dari supplier dan saat bank menjual aset tersebut kepada nasabah. Pengenaan PPN
Keluaran pada nasabah ini membuat biaya produk syariah menjadi lebih tinggi,
secara langsung mengancam daya saing industri. Upaya mitigasi yang dilakukan oleh
pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 251/PMK.011/2010
berupa fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) hanya bersifat sementara dan
tidak memberikan kepastian hukum jangka panjang. Ketidakpastian ini diperparah
oleh ketiadaan ketentuan PPN yang eksplisit pada transaksi Ijarah Muntahiyah
Bittamlik (IMBT), meninggalkan area abu-abu perpajakan.

Maka, lahirnya UU HPP (UU No. 7 Tahun 2021) menjadi tonggak penting
dalam reformasi PPN. Selain kenaikan tarif PPN dan perluasan objek PPN
(mengubah banyak Non-BKP menjadi BKP yang dibebaskan, seperti barang
kebutuhan pokok), UU HPP membawa peluang krusial untuk mengatasi double
taxation syariah. Perubahan kunci dalam UU HPP adalah pengakuan perlunya
perlakuan khusus bagi transaksi syariah. Meskipun jasa keuangan syariah tetap
dikecualikan, ketentuan baru di UU PPN mengamanatkan bahwa penyerahan BKP
dalam rangka pembiayaan syariah dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang
membutuhkan, secara yuridis memotong mata rantai PPN yang menyebabkan pajak
berganda.

UU HPP telah menyediakan kerangka hukum yang mengakui permasalahan
tersebut, tantangan optimalisasi pasca-UU HPP terletak pada regulasi turunan.
Keberhasilan dalam menjaga daya saing perbankan syariah sepenuhnya bergantung
pada Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) turunan
yang mampu memastikan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN hanya
dikenakan pada margin keuntungan bank (sesuai substansi pembiayaan) dan bukan
pada harga pokok barang secara berulang. Optimalisasi ini diperlukan untuk

memastikan kepatuhan syariah selaras dengan kepatuhan pajak, sekaligus menjaga

Zakatuna: Journal of Economics and Business, Volume: 02, Nomor: 01, Bulan 2026



PPN, sebagai alat fiskal yang vital, tidak menjadi penghalang pertumbuhan bagi

industri keuangan syariah di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap implikasi Undang-Undang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terhadap transaksi Murabahah dan
[jarah, dapat disimpulkan bahwa UU HPP telah membuka jalan bagi solusi permanen
atas masalah pajak berganda (double taxation) yang secara historis membebani
industri perbankan syariah. Isu tersebut berakar pada konflik klasifikasi: otoritas
pajak melihat Murabahah dan Ijarah sebagai penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak
(BKP/JKP) murni, sedangkan industri melihatnya sebagai jasa pembiayaan yang
seharusnya setara dengan produk konvensional (dikecualikan PPN). UU HPP
memberikan harapan baru melalui amanat yuridis untuk memberikan perlakuan
khusus pada penyerahan BKP dalam rangka pembiayaan syariah, yang secara legal
memungkinkan pemotongan mata rantai PPN ganda. Meskipun demikian,
keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada regulasi turunan yang adil.
Optimalisasi PPN pasca-UU HPP harus diwujudkan dengan memastikan bahwa
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada Murabahah hanya dikenakan pada margin
keuntungan bank, dan perlakuan Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT) diakui secara
khusus. Kepastian hukum melalui optimalisasi ini mutlak diperlukan untuk menjaga
daya saing industri syariah dari kenaikan tarif PPN dan menciptakan level playing

field yang setara dengan perbankan konvensional.
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